
 
 

82 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya 

maka kini sampailah pada kesimpulan. 

Adapun kesimpulan yang dapat di tarik dari pembahasan pada bab 

sebelumnya adalah sebagai berikut: 

1. Bahwa Prinsip syariah yang di tuangkan dalam akad Dalam hal ini 

terdapat perbedaan istilah antara DSN dengan Asuransi Jiwa Bersama 

(AJB) BUMIPUTERA Syariah, akan tetapi dari segi prinsip, 

keduanya sama yaitu, akad tijarah (DSN) dan akad mudharabah 

(AJB) yang dimaksudkan adalah bagi hasil (mudharabah). Sedangkan 

istilah akad tabarru‟ (pada AJB) telah sama dengan yang di gunakan 

Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan hibah atau 

pemberian yang tidak akan di kembalikan. Dalam akad tersebut di 

sebut juga akad wakalah bil-ujrah (DSN) menyebutkan bahwa 

Wakalah bil-ujrah adalah pemberian kuasa dari peserta kepada 

perusahaan asuransi untuk melakukkan kegiatan perasuransian 

termasuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian ujrah 

(fee), hal ini sama dengan penerapan yang dilakukan yaitu (AJB) 

ujrah merupakan bagian kontribusi yang dibayarkan oleh peserta 
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kepada perusahaan yang di gunakan untuk membiayai kegiatan 

operasional perusahaan dalam rangka pengelolaan asuransi jiwa 

syariah. ketentuan dalam akad tersebut sepenuhnya telah sesuai 

dengan dengan ketentuan prinsip-prinsip DSN, bahwasanya dalam 

akad mudharabah perusahaan bertindak sebagai mudharib (pengelola) 

sedangkan peserta bertindak sebagai shahibul mal (pemegang polis) 

dan dalam akad tabarru‟ peserta memberikan hibah yang akan di 

gunakan untuk menolong peserta  lain yang terkena musibah 

sedangkan perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola dana hibah 

tersebut. Dengan demikian prinsip operasional asuransi syariah lebih 

menekankan pada prinsip tolong-menolong, dan keadilan. 

2. Bahwa Adapun untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK 

mempunyai beberapa wewenang antara lain melakukan pengawasan, 

pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain 

terhadap industri perasuransian, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan 

industri perasuransian sebagaimana dimaksud dalam UU 

Perasuransian, termasuk kewenangan perizinan kepada industri 

perasuransian. 

Dalam hal pengelola statuter pada perusahaan asuransi merupakan 

bentuk pengawasan yang berada pada otoritas jasa keuangan. 

Penunjukan pengelola statuter dilakukan apabila pengelolaan suatu 

industri perasuransian dinilai merugikan kepentingan konsumen 

sehingga diperlukan pengelola yang dapat mewakili kepentingan OJK 



84 
 

 

dan konsumen. Pengelola statuter mempunyai tanggung jawab untuk 

memberikan laporan bulanan kepada OJK, laporan tersebut salah 

satunya adalah pengelola statuter memberikan rekomendaasi kepada 

OJK. 

Sedangkan pengawasan yang di lakukan oleh Dewan 

pengawas syariah (DPS)  sebagai penasihat dan pemberi saran kepada 

direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang 

syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah, DPS 

sebagai mediator perusahaan asuransi syariah dengan DSN dalam 

mengkomunikasikan usulan pengembangan produk dan layanan 

perasuransian yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN. 

Selanjutnya perwakilan DSN yang ditempatkan pada perusahaan 

asuransi syariah. DPS wajib menjelaskan kegiatan usaha dan 

perkembangan perasuransian syariah yang diawasinya kepada DSN 

paling sedikit sekali dalam satu tahun. Kedudukan DPS di perusahaan 

asuransi syariah juga adalah sebagai penjamin yang mengawasi 

perjalanan perasuransian sesuai dengan prinsip syariah. 
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B. Saran 

Selanjutnya di dalam skripsi ini juga memberi saran-saran antara 

lain sebagai berikut: 

1. Asuransi Jiwa Bumiputera syariah, dalam hal akad lebih menjelaskan 

mengenai hal-hal yang mengenai prinsip landasan syariah, agar 

masyarakat dalam berasuransi lebih percaya kepada perusahaan 

asuransi tersebut, sehingga masyarakat tidak takut dalam berasuransi, 

yang bebas mengandung unsur riba, spekulasi, kecurangan, dan 

ketidakjelasan. 

2. Otoritas Jasa Keuangan seharusnya memperkuat pengawasan terhadap 

industri perasuransian mengingat perasuransian adalah penghimpun 

dana masyarakat yang cukup diminati pada saat ini. Tujuannya adalah 

agar nantinya masyarakat tidak lagi merasa dirugikan oleh perusahaan 

asuransi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk 

berasuransi. Lemahnya pengawasan pada sektor perasuransian 

diakibatkan karena kurangnya tenaga pengawas pada lembaga OJK 

sehingga OJK sering kecolongan dalam melakukan pengawasan pada 

sektor ini. Agar OJK tidak kecolongan dalam melakukan pengawasan 

industri perasuransian, maka seharusnya OJK meningkatkan 

kinerjanya dalam melakukan pengawasan industri perasuransian 

dengan cara menambah tenaga pengawas untuk industri perasuransian. 

Hal ini bertujuan agar tidak ada perusahaan asuransi melakukan 

kecurangan yang berakibat merugikan masyarakat.  
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3. Pengelola statuter merupakan hal baru dalam industri perasuransian, 

diharapkan OJK melakukan sosialisasi kepada masyarakat pada 

umumnya dan perusahaan asuransi pada khususnya. Hal ini bertujuan 

agar masyarakat dan perusahaan asuransi memahami fungsi dan tugas 

pengelola statuter. 

4. Selanjutnya Dewan Pengawas Syariah (DPS), DPS sebagai salah satu 

representasi dari peran ulama harus ditingkatkan lagi perannya karena 

selain untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk-

produk perasuransian syari‟ah juga untuk mengoptimalkan peran DPS 

selain di bidang pengawasan juga dalam hal pengembangan 

perasuransian itu sendiri. 
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